BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Penelitian imi merupakan penelitian yang dilakukan di Pemkab Klaten
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengelolaan Pajak Penerangan Jalan
olch Pemkab Klaten yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan
dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan
oleh Pemkab Klaten belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab
Klaten secara optimal, yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004. Nomor
024/P)-061/APJ-K1. T/2004. Pemkab Klaten belum melakukan kesepakatan dalam
perjanjian tersebut, terutama berhubungan dengan permasalahan penerangan jalan

umum ilegal.

V.2. Saran

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemkab Klaten belum mengikuti
aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Klaten secara optimal dalam
pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun
2004. Nomor 024/PJ-061/APJ-K1.T/2004, oleh karena itu penulis menyarankan

kepada Pemkab Klaten yaitu:
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. Pemkab Klaten harus merealisasikan kesanggupan untuk membantu

membayar rekening listrik penerangan jalan umum ilegal yang akan
diwujudkan pada tahun anggaran 2006.

Pemkab Klaten harus melakukan kewajibannya untuk sosialisasi kepada
masyarakat sampai tingkat desa secara intensif, sehingga dapat mengurangi
pemasangan Penerangan Jalan Umum 1legal pada masyarakat.

Pelaksanaan penertiban Penerangan Jalan Umum ilegal selanjutnya harus
dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Pemkab Klaten dengan PT. PLN
(Persero) APJ Klaten baik dalam pelaksanaan maupun biayanya.

Pemkab Klaten harus memperbaiki manajemen pengelolaan Pendapatan
Pajak Penerangan Jalan. Dengan memberikan quota untuk masing-masing
desa minimal 10% dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan schingga dapat

meneckan pemasangan Penerangan Jalan Umum ilegal.
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PERATURAN DAERAN KABUPATEN KLATEN

' NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAER4H KABUPATEN KLATEN :
NOMOR. 10 TAHUN 2000 TENTANL- PAJAK PENERANGAN JALAN

o))

—

DENGAN RAHM{\T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor:
65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan dari hasil evaluasi
beberapa Peraturar. Daerah di bidang pajak dan retribusi,
maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian materi -
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000
tentang Pajak Penerangan Jalan; \

bahwa berdisarkan hal tersebut huruf a dan b diétas, perlu- -*
ditetapkan denqgar. Feraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 . ::

tentang Fajak Penerangan Jalan.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan .

Daerah-daerah Kabupaten Dalam_Lingkungan Propinsi Jawa' :
Tengah (Berlta Negara Tahun 1950 Nomor 42); ' b

. Undang-undang':--Nemor: =15~ .Tahun 1985 tentang’ .

Ketenagalistrikan - fLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomc 7', Yzmbahan Lembaran Negara Nomor, o
3317; c
Undang-undang |

997 tentang- Pajak Daerah '
dan Retrlbusl Daekahg(L Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lernhatan :Negdra:Nomor 3685) sebagaimana -
telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000

tembaran Negda*d l'ahun )_000 }Nomor 246 Tambahan‘ - ‘1

Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Mornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

“Lembaran N&dara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ntan"g'"iﬁé"r'i?hbahgan
Keuangan Antara Pemermtah"’?”ua n-Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848);



Menetapkati

~J

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

Undang-uindang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perliridungan
Konsumen (Lembaran Negara Repubiix Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambanan Lembaran Negara Nomor 3821);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3686); _
Peraturan Pemcrintah Nomor 10 Tahun 1585 tentany
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tanun 1989 Nomor 24, Tambahan
l.embaran Neyara Nomor 3394);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara
menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara
Republik 1Indonesia Tahun 1994 Nomor 34); : :
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang I‘d]dK-
Daerah (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 118,
Tambahan Lerhbaran Negara Nomor 3686);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tehnlk Penyusunan Peraturan Perundang- undangan

- dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan PreSIden
(Lembaran Negarc T2hun 1999 Nomor 70);

K2pres Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual tenaga
Listrik yang disedial:an oleh Perusahaan Persero PT PLN;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Periungutan Pajak Daerah;
Keputusan Menteti Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Par.eriksaan di bidang Pajak Daerah; '
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
3032. K/MEM/2001i Tanggal 31 Desember 2001 tentang
Ketentuan .Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Llstrlk yang -
disediakan oleh Perusahaan Perseroan; - .
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 -.
tentang Penyidilk Pegawai Negeri Sipil di ngkungan,_
Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten; . o
Peiaturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000
tentang PajaX Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 10 Serl A).

Dengen persetujuan

CEWAN PLRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAE:RAH‘ TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.



2,

Pasal I

\‘.

.Béverapa neteuluan daiam Peraturan Daerah Kabupaten

Kiaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangain jalan
yang d:undangkan dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Klaten .
Nomor 10 7 nauun 2UGG Seii A diubah sebagai berikut ! '

A. Ketantuan Pasai i diubah, sehmgga Keseluruhan Pasai 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalem Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerahadalah llabupaten Klaten. L

2. Pemerintsh Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Kiaten.

3. Bupati ada}ah Bupati Klaten.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kas Daerah ac'alah Kas Pemerintah Kabupaten Klaten.

6. Badan adalah suat bentuk usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Kongsi, Koperasi,
Yayasan, atan Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
~ensiun, bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk badan usaha
lainnya.

7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya diseblt PaJak
adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. ;

8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN A
adalah PT Perusahaan negara ( Persero ).

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTFi’ adaiah Surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran.
pajak yang- terutang menurut peraturan Perundang-.
undangan Perpajakan Daeran. - '

iy

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wafib Pajak untuk . -~

melakukan permpayaran dan penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat laln yang ditetapkan |
oleh Bupatl Kepala Daetah.

11.  Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutiiya disebut

SKPD adalah. surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah besar pajak terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang -

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumiah
kredit pajak, jemiah kekurangan pembayaran kredit pajak,
besarnya sanksi adiministrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar.



13.

=t
wl

16.

(1
(2)

(3)

Surat Ketetapan Pzjak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutitya disingkat SKPDKBT adalah  surat
keputusan yarig menentukan tambahan atas pajak yang .
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat dengan SKPDLB,  adalah surat
keputusan' menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena kredit pajak lebih besar deri pa]ak yang
uzrutang atau tidak senarusnya terutang.

Sural, Retetepan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SIXPDN  adaiain sural  kepulusan  yang
menentukan pajaik yany terulang sama besarnya dengan
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan taglhan pajak atau
sanksi administrasi berupaya bunga dan atau denda.

Ketentuan Pacat 5 ayat (1), ayat (2, dan ayat (3) diubah
dan ditambah satu ayat sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat
(1), ayat (2), uyat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagal

berikut: :

Pasal 5 -

Dasar pengenazn Pajak Penerarigan Jalan adalah Nilai

Jual Tenaga listrik.

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaxmana dimaksud dalam

ayat (1) ditetepkan:

a. dalany hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah
taginan biaya beban ditambah- dengan Biaya
Pernakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening.
listrik; -

bh. dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PLN
dengan tidak dipungut bayaran, Nilal Jual Tenaga

Listrik dih‘tung berdasarkan kapasitas yang tersedia,” s

penggunaan tenaga listrik atau taksiran penggunaan

tenaga listrik. o
Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak
bumi dan gas alam, WNilai Jual Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
sebesar 309%(Tiga puluh persen) .

Harga energi iistiik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman
pada Harga Saluan Listrik yang berlaku untuk PLN.



C. Ketentuan Pasal 6 huruf b, ¢, dan d diubah, sehingga
keselurunan Pasat 6 berbunyi sebagal berikut : L

\/ _ : Fasal 6

Tam’ Pajak ditetapkan seoagal berikut :
.. Penggunaan Tengga Listrik yang berasal dan PLN,
oukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen ).

b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari’ PLN
untuk industri :

- Industri besar’ 9% (Sembilan persen)
- -Industri menengah 7% (Tujuh persen)
. .. - -Industif kecil 5% (lima persen)

b. Penggundan Tenaga iistrik yang berasal dari bukan
PLN, bukan untuk mdustrl sebesar 9% (Sembiian
per*en)

c. Penggunaan Tenaga Listrlk yang berasal darf bukan. -
PLN, untuk irdustri sebesar 5% (Lirna persen). .
Pasal IT
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundahgkan
Agar set'lap orang mengetahulnya,  memerintahkan

pgngundangan Peiaturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaian Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten :
pada tanggal 22 Januari 2003

BUPATI KLATEN

H. HARYANTO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2603

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

T e

Prs, WitQWO MUKTIHARIQ
Pembina Utama Muda

- -NIP. 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI B

-



- . ’Lampiran?,'
PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 14 Tohun 2004

NOMOr: ©14/¢3 - 061 /AP3 - KLY /2004

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
DAN
PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN KLATEN
1ENTANG N .'

PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PEMSAYARAN REKENING LISTRIK
PAJAK PENERANGAN JALAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empof
bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama © H. HARYANTO
Jabatan : BUPATI KLATEM
Alamat : JI. Pemuda 2?4 Klaten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : Ir. MARTONO
Jabatan . MANAJER AREA PELAYANAN DAN JARINGAN KLATEN
Alamat - Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3A Klaten

Bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN
JARINGAN KLATEN yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PERJANJIAN [N! DIBUAT BERDASARKAN :

1.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajok daerah dan
retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noror 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic Nomor 48);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 . tentang Pajak daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 tentang
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan; '

Keputusan Menteri Daldm Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah divhah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2003 .



6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/454/PUMDA  Tanggal 28 April
2000;

7. Surat Direktur Keuangan PT. PLN (PERSERO) Tanggal 8 Mei 2000 tenfong
. " petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA- sdling setuju dan mufakat untuk
mengadakan kerjasama pemungutan, penyetoran dan penibayaran
rekening listrik Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Klaten, dengan
ketentuan don syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN ISTILAH

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi kerjasamc, dalam
perjanjian kerjasama ini dipergunakan beberapo pengerhon istilah dengan
definisi nya sebagai berikut :

a. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN
(Persero) Dtsfnbusu Jawa Tengah dan DIY Area pelayanan dan Jaringan
Klaten;

b. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkot' PJU adalah
Penerangan Jalan Umum yang energi listriknya bersumber dari PLN, yang
terdiri dari Penerangan Jalan Umum Resmi, dan Penerangan Jalan
Umum Swadaya Masyarakat; ’

c. Penerangan Jalan Umum resmi yang selanjutnya disingkat PJU Resmi
adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran
energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah
Daerach Kabupaten Klaten; '

d. Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat yang selanjutnya
disingkat PJU Swadaya adalah penerangan jalan umum yang
pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan secara swadaya
oleh masyarakat tanpa persefu;uan PLN dan Pemenntoh Doeroh
Kabupaten Klaten;

e. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ odolcxh pajak
yang dipungut atas pengguncian tenaga listrik;

f. Wajib Pajak penerangan jalan adalah pelanggan PLN di Kabupaten
Klaten, kecuali kantor/badan usaha/organisasi yang di bloyo oleh
pemerintah danbadan sosial resmi; ‘

g. Rekening Listrik PJU Kabupaten Klaten adalah tagihan atas penggunaan
listrik untuk PJU yang harus dlboyor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kiaten kepada PLN;

h. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN di Kabupaten Klaten;

i. Rekapitulasi rekening listrik ‘adalah rekapitulasi rekening listrik  yang
dicetak, rekapitulasi rekening listrik yang Iunos dan rekapitulasi rekening
fistrik yang belum lunas.



-~

Pasal2 -
TUJUAN ' '

_Kerjosomo |n| duloksonckon dengcm tujuan :
1.

Untuk men;omm kelancaran penerimaan PAD Kabupaten Klofen yang
bersumber dari PPJ.

Untuk .menjamin kelancaran peluncccm rekening listrik Pemerinfch
Daerah Kabupaten Klaten. -

“Unfuk melakukan pengawasan dan  penertiban . PJU  Swadaya

Mosyoro kat.

Untuk meningkatkan eﬁsuensn pembayaran rekemng listrik Pemenn'roh oo
Doeroh Kobupofen Klaten melakukan Mefenscsn

Pasal 3
RUANG LINGKUP

r

Ruang hngkup kerjosomo ini adalah kerjasama pengeloloon PPJ dan
penanganan PJU Kabupaten Klaien yang meliputi :

a.

Kerjasama pemungutan PPJ Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA; -

Pembayaran tagihan listrik PJU di Kobupofen Kiaten dari PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA;

Penanganan PJU Kabupaten Klaten, baik PJU resmi maupun PJU
Swadaya Masyarakat. ‘

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN -

(1) PIHAK PERTAMA mempUnyoi hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA berhak :

1) Menerima seluruh hasil pemungutan PPJ Kabupaten Klaten yang
telah dibayarkan oleh pelanggan listrik melalui PIHAK KEDUA;

2) Menerima rekapitulasi penerimaan PPJ pada setiap bulan don
PIHAK KEDUA

3) Mengadakan penelitian, meminia data dan penjelasan  atas
pelaksanaan pemungutan tagihan PPJ dari PIHAK KEDUA;

4) Menerima dan meminta data/penjelasan kepada PIHAK KEDUA
atas rekening listrik PJU yang diajukan kepaaa PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1) Melaksanakan sosialisasi PPJ -dan PJU kepodo masyarakat di
Kabupaten Klaten;

2) Memnbantu Keloncoron dan peningkatan penerimaan PPJ; |



3)

4)

5)

Membantu PIHAK KEDUA dalam penyediaan biaya cetak rekening
dan loket tempat pembayaran rekening listrik, baik di Kantor Desa/
Kelurahan maupun di tempat-tempat lain 'yang disepakati oleh
kedua belah pihak; 4

Membayar dan melunasi rekening listrik PJU yang digjukan oleh
PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 pada sefiap bulan;

Membantu menyelesaikan masalah keberodoon PJU chdcyo
Masyarakat.

(2) PIHAK KEDUA mempunyox hak dcm kewopbon sebogo: benkuf
a. PIHAK KEDUA berhak :

(1

(2)

(1)

1)
2

Menenmo pembcyoron rekenlng listrik PJU dou PIHAK PERTAMA:;

Mengcuukon tagihan rekening hsfnk PJU setiap bulan kepada PIHAK
PERTAMA., _

b. PIHAK KEDUA berkewaijiban :

1)

2)

3)

4)

Melaksanakan pemungutan atas peneriman PPJ sesuai ketentuan
yang berlcku -

Menyerahkon seluruh hasil peneriman PPJ kepada PIHAK 'PERTAMA
melalui Kas Daerah pada sehop bulan paling lambat tanggal 20
pada setiap bulannya;

Membuat laporan/rekapitulasi rekening PPJ yang dicetak per kode
golongan {rek umum, TNI/POLRI Instansi Vertikal, Pemerintah
Kabupaten dan BUMD) dan rekapitulasi penerimaan PPJ.pada

setiap bulan kepada dan menyerahkarnya kepada PIHAK .

PERTAMA.

PIHAK  KEDUA. wajib membanty PIHAK PERTAMA  dalam

pelaksanaan sosialisasi tentang PPJ don PJU kepada masyarakat
di Kabupaten Klaten.:

Pasal 5

Hak dan kewdjiban yang timbul berdasarkan perjanjian kerjasama ini
tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetu;uon iertuhs
dari pihak lainnya. :

Setiap pihak yang menerima pengalihan hak berdasarkan keten'ru'cm
pada ayat (1) Pasal ini, wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk
mengikatkan diri pada ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini
secara keseluruhan tanpa ada yang cikecualikan.

Pasal 6 ‘
OBYEK REKENING LISTRIK PJU

Obyek rekening listrik PJU yang menjadi ionggung jowab dan harus
dibayar oleh PIHAK PERTAMA adalah seluruh lampu PJU di Kabupaten
Klaten. ' |



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

l

' PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama menetapkan kriteria

dan jumiah lampu PJU sebagaimana dimaksud podo ayat (1) Pasal ini,
sesuai dengan kondisi di Icpongcm

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menangani secara
bersama-sama PJU Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pasal 7
TIM SURVEY DAN SOSIALISASI PJU

Untuk mendukung pelaksanaan péne?opon kriteria dan jumlah lampu
PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2}, PIHAK PERTAMA
membentuk Tim Survey dan Sosialisasi PJU Kabupdaten Klaten.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} Pasal ini
beranggotakan unsur Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupatep Kiaten
terkait dan unsur PLN,

Tim Koordinasi bertugas :

a. Menetapkan kriteria lampu PJU resmi don PJU Swadaya Masyarakat; '

b. Melakukan pendataan lampu PJU di Kabupaten Klaten;
c. Melakukan pembinaan dan penertiban pemosengon lampu PJU
Swadaya Masyarakatl;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan | umloh lampu PJU Resmi- dan lampu

PJU Swadaya Masyarakal di Kabupaten Klater:.

Pasal 8

PELAKSANAAN

(1) PPJ dipungut oleh PIHAK KEDUA bersamaan dengan perhunguton

tagihan rekening listik di tempat-tempat pemungutan yang: telah
ditetapkan. . '

(2) Hasil pungutan PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inl,

(1)

disetorkan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling
lambat tanggal 20. setiap bulan dengan dilampiri rekapitulasi jumlah
rekening listrik PJU baik yang terbayar maupun yang menunggak.

~ Pasal 9
BIAYA PEMUNGUTAN

Bidyo operasional pemungutan PPJ ditetapkan 5 % {(lima per seratus)

dari redlisasi penerimaan PPJ.



(2)

(2

(3)

(2

(3)

Rincian penggunaan biaya operosmnol pemungufon PPJ sebogm
mana dimaksud pada ayat (1) meliputi : : '

a. 1 % (satu per seratus) sebagai biaya operasionolioporot/pe’rugcs
dari . unsur Pemerintah Kabupaten Klaten yang terkait dengon
pelaksanaan pemungufon :

b. 4% (empat per serofus) untuk biaya operasional pemungutan PIHAK
KEDUA dan unsur-unsur terkait, dengan pembagian :

1).2, 7 % (dua komo tujuh per seratus) untuk upah punguf PT. PLN |
(Persero);

2) 0.3 % (nol koma hgo per seratus) untuk Tim Pembina, PPJ Pusat
Ditien PUOD Depdogn

3) 0,7 % (nol koma tujuh. per seratus untuk upah pungut Tim
Pemungu’r PIHAK KEDUA;

4) 0,2 % (nol koma dua per seratus) untuk verifikasi dan don
pelaporan pemungutan PPJ PT. PLN (Persero)Distribusi Jofeng

dan DIY:

5) 0,1 % (nol koma. satu per seratus) untuk verifikasi don pelaporan -
pemungutan PPJ PT. PLN (Perrsero) Kantor Pusat.

Pasal 10
PEMBAYARANM REKENING LISTRIK PJU

PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekemng listrik lampu PJU Resmi
dan PJU Swadaya kepada PIHAK PERTAMA,

Tagihan rekening listrik PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PiHAK PERTAMA setiap-
bulan selambat-lambatnya tanggal 10 dan PIHAK PERTAMA membayar

tagihan rekening kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya, tanggal

20 pada setiap bulan.

PIHAK PERTAMA membantu pembayaran rekening PJU di luar PJU resmi

sesuai dengan kondisi dan kemampuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
METERISASI LAMFU PJU
Untuk keloncoron pelaksonoon meterisasi lampu PJU, PIHAK PERTAMA
membentuk Tim Pelaksana-Meterisasi Lampu PJU Kabupaten Klaten,
Tim Pelaksana Meteriasasi sebagaimana dimaksud pada ayof?(l) Pasal
ini, beranggotakan unsur PIHAK PERTAMA dan unsur PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA melakukan meterisasi lampu PJU secara bertahap
dengan cara memasang instalasi PJU, sedangkan dan Alat Pembatas

dan Pengukur (APP) disediakan oleh PIHAK KEDUA.



(4) Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan meterisasi lompu PJU
dibebankan dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA.,

Pasal 12
PJU SWADAYA MASYARAKAT

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan
pembinaan dan penertiban pemasangan lampu PJU  Swadaya
Masyarakat. '

(2) Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinconn dan
penertiban pemasangan lampu PJU swadaya: sebagaimand dimaksud

pada ,ayat (1) dn‘onggung bersama oleh PIHAK PERTAMA don PIHAK

KEDUA.

Pasal 13
BERLAKUMNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlokﬁ sejak tanggal di tanda tangani oleh kedua belah-pihak
dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali dengan dikeluarkannya
ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya, yang mengakibatkan Perjanjian

ini diperbaharui lagi dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 14
PEMBATALAN

(1} Dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdata, kedua
belah pihak sepakat :

a. Perjanjian ini dapat ‘dibatalkan secara sepihak apabila salah satu
pihak ternyata tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan
tidak ada upaya untuk memenuhi keyvajiban tersebut meskipun telah
diperingatkan dengan surat teguran sebanyak tiga kali berturut-turut;

b. Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi
hukum apabila termnyata berlaku ketentuan peraturan perunddng-
undangan atau kebijakan Pemerintah yang secara nyata dan dapat
dibuktikan dapat mengakibatkan perjanjian ini menjadi tidak dapat
dilaksanakan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau kebijakan baru tersebut. :

(2) Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
a dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan oleh salah satu
pihak sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
surat teguran yang ketiga disampaikan.



PosaHS‘
DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepcka’r untuk memilih domisili
hukum yang tetap dan fidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan

Negeri Klaten.

(1)

(2)

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa setiap dan semua
perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat 'dari penafsiran dan
atau pelaksanaan perjanjian kcnosomc ini akan duselescnkon secara

musyawarah untuk mufakat. .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepokc’r, bahwa terhadap
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat sebagaimana dimaksud podo ayat {1} akan diselesaikan
melalui Pengodllon Negeri Kiaten.

Pasal 17
KEADAAN MEMAKSA

Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerjosomd ini akan
ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh
suatu keadaan yang memaksa _

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, |
melipulti bencana alam, perang, berlokunyd perofuron perundong-

undangan atau terjadinya huru-hara.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} Pasal ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa pihak
vang lidak terkena keadaan memaksa tidak dapat mengajukan
tuntutan hukum maupun gonh rugl terhodhp pihak yang terkena

keadaan memaksa.-

.+ Pasal 18
4 ADENDUM
Tidok ada perubahan - éfou mOdlflkOSl atau penombohon pada
perjanjian kerjasama ini yang sah atau mengikat PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani
kedua belah pihak.

Dalam hal setelah ditandatangoninya perjanjian kerjasama ini terjadi
suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara
materiil dapat mempéengaruhi dan atau mendotangkan kerugion bagi
salah satu pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat

untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama
ini untuk diadakan penyesuaian.




Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN . e

Perjanjian kerjasama ini merupakan keseluruhan perjanjian antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkenaan dengan materi- yang diperjanjikan.

Pasal 20

Hal-hal yang fidak diatur atau tidak cukup diatur dalam  perjanjian
“kerjasama ini akan diputuskan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA secara musyawarah dan mufakat, serta dengan berpedoman podo
ketentuan dan jiwa dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 21
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing
berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,
pada fanggal seperti yang disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini:

PIHAK KEDUA —===LRIHAK PERTAMA
PT. PLN (PERSERQ) DISTRIBUSI JATENG & DIY /3('? A TBUPATI KLATEN
e -/-‘

AREA PELA AN & JARINGAN KLATEN

TGN O <Ll HARYANTO

.SAKS! - SAKSI :
. NAMA : ILSUMANTO
NIP. i 500082365

JABATAN : KEPALA BAGIAN TATA USAHA
DIPENDA KABUPATEN KLATEN

2. NAMA © NURSYAMSU HIDAYAT
NIP.- . 700 940 5. C
JABATAN :  ASSISTEN MANAJER NIAGA.
PT. PLN (PERSERC) KLATEN.




Lampiran 3
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PEKERJAAN UMUM

v ‘
Alamatl  Jalan Sulawest Mo 200 Loy 321820 300wl W AT g 6 a4

Kiaten, 3o Jult 2008

No : f{)"/)s"sg./ 9 - N

Lamp o 1 (Satw) berkas Yih L Sdr Cam

Perthal @ Penghematan encry oSt lcpndie Do NI
Untuk LPJU Se = Rabupaten Wlaten

Berdasarkan Inpres Noo 1O Tahun 2005 wentang penvhenadan cngee .
Bupatt  Klaten  telah menerbitkan surat cdaran toeeal 08 fale Coos
No. $45:362:03 perthal penghematan encrer & Kabupaten karen
Schubungan dengan hal tersebut untuk penghenutn eneeer dibedaees
LPIU, maka kam minta perhavian Saudara untuh e labsanab s ol g <ot
berikwt
I Mensosiahisoskan Kepada swarga miassarabhan dose alia ol oy
melaksanakan pemasangan LPSU/tambahan swadava bacu menvmar (71
ilegal/swadaya sudah tudak terkendal yong mensebabham rgihan PP oo
PLN sebesar Rp 2.550.000.000.+¢ Dua midvard loma ratus tanae pulube s
Ruprah) per bulan, sedangkan PPIU vang  dibasirkan nasvarakar we 10
sebesar Kp 800 580.000 -( Delapan ratus juta lima ot delapin potube st
Ruptah) per bulan
2. Melepas LPIU yang pemasangannva tdak memenabi standar ek iy
sesuat dengan pemaniaatannya, sepertt untuk kuburan, pos ronda et ol
raga, warung-warung dan lain-lain yang pemasangannva udak fewat KW H
meter.
3. Mengatur waktu nyala LPJU, yaitu
a. Tempat yang strategis pukul 18.00 < d 03 oo
b Cempat yang kurang striteys pabod T8O Y o

4. Mematikan LPJU yang hidup dr siang han



5. PLN S bekerja sama dengan Pencie akan moneadiaban oeveone
(Rasionalisast) P de wilayah Kabupaten Klaten wevana propeccong
F 1

dapat dipasang di masing-masimg desis dan secann beoamnp e
KWH meter.
Demikran agar di laksanakan sebih-buikova ao e s

*jawab

i

ST AT R TR

A
"

Tembusan kepada Y th
I Bupan Klaten ¢sebagar faporan

! hetna DPRD Kab Kliven

., @ PP PEN (Perseror NPT KEnen
4

. 4 Arap

s



" Lampipan 4
PEMERINTAH KABUPATZN KLATEN.

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 294 Telepon (0272) 321046 (10 Saluran)
Faksimili 322567, Teleks 325367
"KLATEN

b

KESIMPULAN RAPAT MEMBAHAS TUNGGAKAN PJI:

Dasar @ Surat  PLN Distribusi Jateng  dan DIY Nomor 1436/545/DJTY/2004 tanggal 28
Desember 2004,bahwa tunggakan piutang PJU Swadaya Tahun 2004 untuk wilayah
Kab. Klaten sebesar Rp. 25.513.782.270

2. Pelaksanaan -

- Har/Tanggal : Rabu, 26 Januari 2005

-Jam :09.00 WIB s/d selesal

-Tempat . Ruang Kerja Sekda Kabupaten Klaten
- Pimpinan Rapat  : Sekretaris Daerah.

- Peserta Rapat Kepala DPU

Kepala DIPENDA
Kepala BPKD
Kepala PLLN APJ Klaten
Kepala Bagian Perekonomian
Kepala Bagian Umum

Materi :

Tunguakan Pemernntah Kabupaten l\latcn tentany Pajak Penerangan lalan Umum mencapai
Rp ’3 513.782.270,-

[ Telah dilaksanakan survey lampu PJU di Kabupaten Klaten oleh PLN dan DPU guna
menentukan berapa PIU yang legal (beban Pemda, Desa dan Swadaya) dan juga yang
tiegal.

’embenan quota untuk masing-masing desa guna menekan PJU yang ilegal. .
Sistem  meterisasi dengan  material  yang  telah  disediakan DPU  dan efisiensi
pembayarannya.

+ Membuat surat ke pusat untuk penambahan Dana Alokasi Umum dan Pemutthan Utang

5. Perlu penertiban dengan melibatkan aparat PAM -~

1. Sebelum ditetapkan Perda tentang PJU perlu dibuat aturan PJU melalui Keputusan Bupatt.

Membuat usulan angsuran pembayaran PIU sebesar 10 % tiap bulan dan penghasilan
PPt

BVS N )

-~ >

Klaten, 26 Januari 2004

Pimpinan Rapat
- p b

o KA :
./’,Igﬁ R H(M\Qckx etans Daerah
4,

Dr

/f);;,mg pzz Tmf' cat |
el T EIP. 500 053 046
Assisten Administrasi

\\k



Lampiran 5

PT. PLN (PERSERO)
AREA PELAYANAN PELANGGAN KLATEN

Nomor 77 SA7 ALK 2005 Klaten, & Juli 2005
Surat Sdr. No

Sifat . Segera Kepada

Fampiran o Ada |

Fagthan PRI Swadaya HIH.\"\.’H':IK;H T . BUPATI KILATEN

Perifial
JL. Pemuda No. 249

100 dart penghasitan PRI

KEATEN

Mendasari hasit Kesimpulan Rapat Pembahasan Tanpgakan PIU Kabupaten
Klaten Tahun 2004 di Roang Kerja Sckda Kabupaten Klaten pada tanggal
26 jattact 2005 (copy terlampin), maka dengan i disampaikan Peanohonan

antal dapat chirealisast pembayarannyva sebesar (0% tap bulan  dari

penghasttan PRITE

Denukian atas perhatinmnya dian bantuannya kansi ucapkan terima kasih,

f crvbusnn
F o Sckwilda Klaten

- tapenda Klaten
- DPE Kiaten
P PEN Persero)y UPT Klaten

L L X IR0 I [TUR A U L U NI L DR O TP A0S ey pinkidMinda et g
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Larapiran 6

YUY
ey
Pt

BUPATI KLATEN

Klaten, /& = ¢V - e

2 '"
No 57//7/6’//<i Kepada

l..all;lpm:ﬂ,,_hlfW.,,:. Yih Ka PUPEN(Persero)
Peribal = Tagihan PJU swadaya masyarakat 10 % - AP) Klaten

dari Penghasilan PPJU. i Jdi Klaten

Memperhatikan surat saudara tanggal 8 Juli 2003 Nomor 127/547:AP) K1.12008
1 . . . . .
' perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan imi kami sumpaikan bahwa
l 1. Usulan angsuran pembayaran Pl sebesar 10 %0 tap bulun dari penghasilan PRI
seperts pada kesimpulan rapat tanggal 20 Januacr 2005 belun mendapat persetupuan Jdin
dalam Tabun Anggaran 2005 akan diclenggarakan Pitkada dengan brava besar ok

\ tagthan P dimaksud belum dapat b anpearkan pada NUED fabun foos

ta

Menunjuk surat mentert Datany Negerr tanggead 071 397 B penbal 200 e paeda
Dirckiur Utama P PEN (Persero) kantor pusat dr Jakacte Kbususnyva angha 3 haraUa
(Foto Copy terlampir) dimana terhadap tunggakan rekenimg tistrik Pemda vang
disebabkan oleh  pemasangan  PIUD swadasva masvacakar dapat dipertimbangkan
kerinpanan pengurangan,

Schubungan dengan hal tersebut, maka penganggaran Fagihan PIU pada Fabun 7006 akan
mempertimbangkan pula tanggébzin;dari'Dir‘cktur Utama 1T PIN (Persero) terhudags wurat,
Menteri Dalam Negeri dimaksud. - | B

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diacapkan terima kasih

Tembusan Kepada Yih
1 Kepala Dipenda Kab Kluen
2. Kepala BPRD Kab Klaren pY %y -
! ‘ S N U AR ANTO
3. Kabag Perckonomian Kb Klaten T

A, Ka, PTPLN (Persero) UPT Kiauwe

i)

Arsip,



| PLN

Lampiran 7

PT. PLN (PERSERO)

AREA PELAYANAN PELANGGAN KLATEN

Nomo : ((T’(“ et 7 APIKLT 72005 Klaten, 3 Apustus 2005

Surat Sdr. No

Sifat Scgera Kepada

Lampiran Ada

Perihal Penertiban PIU di wilayah BUPATE KLATEN
abupaten Klaten _ J Pemuda No. 249

Tembusan

s

NOY Y Yy

Model 1001

N Podntis Kemaoe

" KLATEN

Menindaktanjuti Instrukst Presiden Republik lndonesia Nomor 10 Tahun
2005 tanggal 10 Juli 2005 tentang Penghematan Fnergn dan mcﬁlpcrlmlil\'mt
surat dart Dinag Pekergaan Umum Kabupaten Klaten No S45/3533/19 tangpal
30 Juli 2005 perihal Penghematan Fnegi Untuk [ PJU, mmaka dengan ini kan
beritahukan bahwa P'T0PEN (Persero) Arca Pelaviman dan Jaringan Klaten
nudat bulan Agustus 2005 akan mengadakan  Penertiban Pemasangan

Pencranpan Jalan Unwun diwilayah Kabupaten Klaten

Demikian atas perhatiannya dan bantuannya kami ucapkan terima kasih,

DERD Kab Klaten
Kapolres Klaten .

= Sekwilda Kiaten

DPU. Klaten _
Semua Camat di wilayah Kab Klaten
Semua PT PLN (Persero) UPJ

rdokann No 3A Katen, Telp 0277 326072 (Hunting), Fac 3260773 F i plnkit@indo net



Lampiran 8

PT.PLN (PERSEROD) -
UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN KLATEN

-

J.Pomuds 238 Klaten
Phone : (6272) 327224, Fake : (0272) 328029

SURAT PERINTAH KERJA
No. 0113/PBJ/061/UPJ-KLT/2005 Tgl. 02 Desember 2005

f Harap dilaksanakan pekerjaan Pembongkaran PJU Swadaya illegal diwilayah kerja PT.PLN (Persero) Unit Pelayanan dan
% Jaringan Klaten dengan ketentuan sebagai berikut :

x

1. Volume Pekerjaan . | No. Uralan Ptkerjuun Sutuan Yolume
: 1. Pembongkamn iy \wadayu tllegal ‘Titik ~ 750
i ]

2. Persyaratan : Sesuai RKS no. 00506 1/UPI-K1.T/2005

Tanggal 02 Desermber 2005
3. Jangka wakiu : a. Mulai dilaksanakan - 02 Desember 2005
pelaksanaan b. selesai dilaksannkan 20 Desemiber 2005
4, Biaya Pelaksanaan : Rp. 14.437.500,- ( Fmpat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh nbu rupiah ) sudah
: termasuk pajak-pajak yang berlaku
5. Pembayuaran : Pembayaran dilaksansban melatut Kas PT PLN (Persero) unit Pelayanan dan janngan

Klaten dad angpgaran S MOOJVKLT-APY/SATIA/BS/6T /L2 TRW IV/20605/RO

tanggal 02 Desemben 1005 dengan cara sebagai berikut

Pernbayaran sebesar 1009 seteluh pekerjaan selesai 100% dengan dilengkapi :

- Berita Acara Serah Terbina Peb erjaan

- Benta Acara Pereiiksaan Ped erjaan

- Kuitansi

- 88P( Surat Sctoran Pajak ) dan Faktur Pajak

- Permintaan ['entbisyaran

6. Sanksi : 1. Apabila Pembeong  tetlwnbat menyelesaikan pekerjsan, maka kepada

Pemborong aban dikenakan denda keterlambatan sebesar 1,5 o/foo - ( satu
setengah personbng dan nilar SPK untuk setiap hart kerja keterlambatan.

2. Apabila dalam jangka wakiu 19 (Sembilan belas) hari kerja sejak tanggal akhic
Kontrak/SPK. Pembotong tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang
terlambat, maka :

- Pemberi Tugns/pernntah dapat memnutuskan SPK secara sepihak

- Pemborong dibsnskan dendn sebesar  10% dan miai SPK dan denda tersebut
akan ditarik padn saat pclaksanaan pembayaran setelah pekerjaan selesai
diserahterimakna.

ST SRR B e Mo LR TR AOUT £ e 0 2 6

p. 7. PengawasPekerjnan  © - Sungkan
- : - Dibyo Sutanto.

! Demikian untuk dilaksanaken sebaik — baiknya.

Setuju melaksanakan dengan syarat — syarat tersebut
diatas
l\Ql‘l* RASI SINAR “




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH

( BAPEDA )
Jalan Mayor Kusmanto No. 23 Telp. (0272) 321040

SURAT IJIN PENELITIAN / | SURVEY

Nomor: 072/ 419/ I1 [ 11

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang

Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten; :

2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065 / 366 / 2001
perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Klaten.

3. Gurat Relomendasi Ijin deri Dekon Fak. lconomi Uad Tozvekarta
Tonggel 25 Tovember 2005 Tomors 246/3/%

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten,
memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Kiaten,
kepada:

- Nama ! Y. SUDI SETLYAGAT

- Pekerjaan / Mahasiswa t lshasiswa

- Alamat . ¢ Duwet, Duwet, Fgawen, Klaten

- Penanggung jawab P 7, Sri Susilo, Drs, L.oi

- Judul/ Tujuan : " BVALUAST PaTQULOLALT PATAC P ias™ iy

JALAT UULL PADA PETERIT DL DASRIE
KABUPATT KLATEY

- L o kasi ¢ Kabupaten Klaten
- Lam anya i 1 lavet s/d 30 Maret 2006
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memberikan hasil Penlitian / Survey kepada Kabupaten Kiaten 1 (satu) eksemplar.
2. Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi Pejabat setempat.
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung
sendiri oleh pemohon.
Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Klaten, 3 ifavet 2006
An. BUPATI KLATEN
KEPALA BAPEDA KABUPATEN KLATEN

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Kalkan Xeshunglinnas Kalupaten Klaten [ .
2. Ka, DPU Yahupoten Klaten

3. Ko, DIFITDA Kebupaten Xloten

4o Deltan Fak, dconond UAT Yozyekarta
5¢ Yeng Bersongkuten

6. arsip





